
I . 

. b. bahwa sehubunqan dengan maksud tersebut pad a huruf a di atas, 
perlu dit~tapkan dengan Peraturan Walikota Makassar tentang 

. P~rnbent~kan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana 
Teknis D1inc;ts (UPTD) pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan 

. Penana,an Modal Kata Makassar. . 

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Penibentukan 
Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi . (Lembaran Negara · 
Republi~l lndoriesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 

I' 
2. Undang-pndang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok 

Kepegav}aian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3~~90) sebagaimana telah diubah dengan Undanq-Undanq 

· Nomor 43 Tahun 1999 Lembaran Negara· Republik Indonesia 
Tahun 1;~99 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3890; 

~ . 
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah ''.(Lembaran Negara Republik · Indonesia Tahun 2004, 
Nomor · 1:125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 41~37) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang­ 
Undang 1:Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah li(Lembaran Negara . Republik Indonesia Tahun 2008 
Nornor 99, tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 41~44); · 

4. Peraturah Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51.Tahun 1971 · 
tentang 1\Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar 
dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maras, dan Pangkajene dan 
Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan 
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65; 

. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970); 
I . . . 

', WALIKOTA MAKASSAR, 
r' • 
' I . 

a. bahwa d~ngan ditetapkannya Peraturan Daerah Kata Makassar . 
Nomor 3 Tahun · 2009 tentang Pembentukan dan Susunan 
Orqanisasi Perangkat Daerah Kata Makassar, maka dipandang 
perlu unfuk menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Unit 
Pelaksa~1a Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Perindustrian, 
Perdaga?gan dan Penanaman Modal Kata Makassar; 

I . . 

Mengingat 

Menimbang 

I 
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA 
TEKNIS DINAS (UPTD) ~~DA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN 

PENANAMAN MODAL KOTA MAKASSAR 
:1 

· ·VVALIKOTA MAKASSAR 

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR 

11'1NOMOR 7 TAHUN 2011 
~ . . 

TENTANG 
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5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 1999 · 
tentang ,Perubahan -f\.fama Kota Ujung Pandang menjadi Kota 
Makassa;r · dalam Wilayah Propinsl Sulawesi Selatan (Lembaran 
Negara ~epublik Indonesia Tahun 1999 ~omor 193); 

6. Peratura~ Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah 
Provinsi, II dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara ~epublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82); 

7. Peratura~ Pemerintah Nornor 41 Tahun 2007 tentanq Pedoman · 
Organis~~i Peranqkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 89, Tarnbahan Lembaran Negara 
Republikl!lndonesia Nomor 4741); 

8. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2009 tentang 
Urusan F:?I emeritahan Yang Menjadi Kewenangan Pemeritah Kota 
Makasar (Lembaran Daerah · Kota Makassar Nomor 2 Tahun 
2009); ! . 

9 .. Peratura~ Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang 
Pemben~~kan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota 
Makass~r. (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 
2009). 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURANI[ WALIKOTA MAKASSAR TENTANG PEMBENTUKAN, 
SUSUNAN (])RGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA 
TEKNIS Dll~AS . (UPTD) PADA DINAS PERINDUSTRIAN, 
PERDAGANGAN DAN PENANAMAN MODAL KOTA MAKASSAR 

BAB I 
KETENTUAN UMUM .· · Pasal 1 

Dalam Peraturan ini, yang dip1aksud denqarr : . 
1 . Daerah adalah Kota Makafsar; · 
2. Walikota adalah Walikota rylakassar; 
3. Sekretaris Daerah adalah pekretaris Daerah Kota Makassar; 
4. Dinas Perindustrian, P~rdagangan dan Penanaman Modal adalah Dinas 

Perindustrian, Perdagang~n dan Penanaman Modal Kota Makassar; 
5. Kepala Dinas adalah Ke~ala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman 

Modal Kota Makassar; I · .. 
6. Unit Pelaksana Teknis IDinas Pengolahan Kulit selanjutnya dlslnqkat UPTD 

Pengolahan Kulit adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Perindustrian, 
Perdagangan dan Penanaman Modal Kota Makassar; · 

7. Kepala UPTD Pengolaha~ Kulit adalah Kepala UPTD Pengolahan Kulit pada Dinas 
Perindustrian, Perdagang~n dan Penanaman ModalKota Makassar; 

8. Kelompok Jabatan FungsiJmal adalah unsur pelaksana kegiatan teknis berdasarkan 
bidang keahlian pada UPljlD Pengolahan Kulit. 

. . 
BAB II. 

PEMBENTUKAN 
Pasal 2 

Dengan Peraturan inl, dib~ntuk UPTD Pengolahan Kulit pada Dinas Perindustrian, 
Perdagangan dan Penanaman Modal Kota Makassar. 
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(1) Kepala UPTD Penqolanan Kulit bertugas memimpin dan mengoordinasikan 
pelaksanaan tugas dan f~ngsi UPTD Pengolahan Kulit serta melakukan pembinaan 
dan pengawasan kepada 'bawahannya .. 

Bagian Kedua 
Tata Kerja · 

Pasal6 

(1) Susunan Organisasi UPTP Pengolahan Ku lit, terdiri dari : 
a. Kepala UPTD; '! 
b. Kepala Sub Baqian Tata Usaha; 

I' c. Kelompok Jabatan Fumgsional. 

(2) Bagan Susunan OrganisJsi UPTD Pengolahan Kulit, sebagaimana tercantum pada 
Lampi ran dan rnerupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini. 

,, 

Baqian Kesatu 
Susunan Organisasi 

Pasal 5 

' · Bagian Kedua 
 · Tugas Pokok dan Fungsi 

Pasal 4 · 
: 
 . 

(1) Tugas pokok UPTD. Penqolahan Kulit, yaitu melaksanakan sebagian tugas kegiatan 
teknis operaional dan/atau keqlatan penunjang. kemampuan teknis dalam bidang I . . . 
pengolahan kulit. 1: . . · · 

(2) Dalam melaksanakan tug~s pokok dimaksud ayat (1) pasal ini, UPTD Penqolahan 
kulit menyelenggarakan ~µngsi : . 
a. menyusun dan rnelaksanakan rencana kerja dan anggaran dibidang pengolahan 

kulit; ' 
b. melaksanakan pembinaan dan penqernbanqan kompetensi sumber daya 

• I 
manus1a; · '! . . · . 

c. melaksanakan pernbinaan, pemasaran dan pemberian dukungan produksi dan 
pengembangan usaha: . . · . 

d. rnelaksanakan penga~aan/penyediaan, pengaturan, penyimpanan dan distribusi 
peralatan serta barang kebutuhan UPTD Pengolahan Kulit; 

e. melakukan penqelolaan, pengawasan dan pengendalian penggunaan/ 
pemakaian peralatan lldan kendaraan yang berada dalam penguasaan UPTD 
Pengolahan Kulit; , 

r, 
f. melakukan koordinasi irengan.instansi terkait. 

BABIV 
susuNtNORAGANISASI DAN TATA KERJA 

I 

(1) UPTD Pengolahan Kulit, berkedudukan sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas pada 
Dinas Perindustrian, Perd~gangan dan Penanaman Modal. 

(2) UPTD Pengolahan Kulit, dipimpin oleh seorang Kepala yang .dalarn melaksanakan 
tugas berada di bawah ~an bertanggungjawab kepada Kepala Dinas serta wajib 
melaksanakan koordinasf integrasi dan sinkronisasi. 

. 

BAB Ill 
KEDUDUKAN, TUGA$ POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI 

Bagian Kesatu 
Kedudukan 

Pasal3 
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SERITA DAERAH KOTA M1KASSAR NOMOR TAHUN 2011 
. 

.

·sASV 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 7 

(2) Kepala Sub Sagiari Tata Usaha UPTD PSS bertugas mengoordinir pelaksanaan 
tugas ketatausahaan yan1g berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD 
Pengolahan kulit, yaitu : ![ . _ . 
a. Pengelolaan data kepegawaian; · 

II ·· · b. Pengelolaan keuanga~; . · · · - 
c. Pengelolaan bsranq; lj 
d. Penqaqendaan, pengarsipan dan pendistribusian surat; 

II e. Pengelolaan keamanan kantor; 
f. Pengelolaan kebersih~n kantor; 
g. Pengelolaan pramu kantor, 

(3) Kelompok Jabatan FunJsional · UPTD Pengolahan ·Ku lit bertugas melaksanaan 
tugas teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD 
Pengolahan Kulit. 

. 
(4) Dalam melaksanakan gas .Kepala Sub Sagian Tata Usaha serta Kelompok 

Jabatan Fungsional UPifD .Pengolahan kulit bertanggungjawab kepada Kepala a . 
UPTD Pengolahan Kulit .dan wajib melaksanakan koordinasi, integrasi dan 
sin~ronisasi. ._ . · I[ . _ . . . . . 

(5) Uraian tugas Jabatan N1on Struktural. dan Kelompok Jabatan Funqslonal UPTD 
Pengolahan kulit akan ditbtapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota. - . 

(1) Dengan berlakunya Pe1~aturan ini, maka ketentuan-ketentuan terdahulu yang 
mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan ini, dinyatakan tidak 
berlaku lagi. 

(2) Hal-hal yang belum cuk  · diatur dalam Peraturan ini, akan ditefapkan lebih Ian jut 
sesuai ketentuan peraturfn perundang-undangan yang berlaku. . 

Pasal 8 

Peraturan ini mulai berlaku da tanggal diundangkan. . . · 
Agar setiap orang dapat me~getahuinya, memerlntahkan pengundangan Peraturan ini 
dengan penempatannya dalfim Serita Daerah Kata Makassar. 
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KELQMPOI< 
JABATAN 

FUNGSIONAL 

KEPALA SUBBAGIAN 
TATA USAHA 
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KEPALA 
UPTD 

Peraturan Walikota Makassar 
11 . Tahun 2Qj11 · 

Pembentukan, 1susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana 
Teknis Dlnas (~PTO) pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan 
Penanarhan M0dalKota Makassar 

. 

Lampiran 
Nomor 
Tentang 
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